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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai strategi 

penyusunan surat dakwaan sebagai upaya Jaksa Penuntut Umum dalam 

pemberantasan tindak pidana korupsi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Jaksa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dengan berpedoman pada hasil 

penyidikan yang telah lengkap secara formil dan materiil. Penyusunan dakwaan 

dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), dengan meneliti 

secara cermat fakta hukum, alat bukti, serta kesesuaian unsur-unsur tindak pidana 

dengan pasal yang akan didakwakan, sehingga dakwaan tidak menimbulkan cacat 

hukum dan dapat dipertanggungjawabkan di persidangan. 

2. Strategi utama Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan agar pelaku 

tindak pidana korupsi dapat dipidana adalah pemilihan bentuk dakwaan yang 

tepat, baik dakwaan tunggal, alternatif, subsidiair, maupun kumulatif. Pemilihan 

bentuk dakwaan tersebut disesuaikan dengan kompleksitas perkara, variasi 

perbuatan terdakwa, serta tingkat kepastian pembuktian unsur-unsur tindak 

pidana korupsi yang didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah. 
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3. Kualitas surat dakwaan sangat ditentukan oleh kecermatan Jaksa dalam 

merumuskan uraian perbuatan pidana dan menghubungkannya dengan unsur 

delik. Penggunaan metode matriks unsur menjadi strategi penting untuk 

memastikan setiap unsur pasal yang didakwakan terpenuhi oleh fakta hukum dan 

alat bukti, sehingga memperkuat proses pembuktian di persidangan dan 

meminimalisir risiko terdakwa dibebaskan karena kelemahan dakwaan. 

4. Kendala dalam penyusunan surat dakwaan perkara korupsi, seperti kompleksitas 

perkara, perbedaan penafsiran hukum, serta keterbatasan alat bukti, diatasi Jaksa 

Penuntut Umum melalui koordinasi intensif dengan penyidik, pelaksanaan 

ekspose perkara, serta berpedoman pada petunjuk teknis dan kebijakan internal 

Kejaksaan. Strategi tersebut bertujuan menjaga kualitas dakwaan agar tetap 

memenuhi asas cermat, jelas, dan lengkap sebagaimana diatur dalam KUHAP. 

5. Penyusunan surat dakwaan yang strategis, berkualitas, dan berbasis pembuktian 

yang kuat merupakan faktor kunci agar pelaku tindak pidana korupsi dapat 

dipidana, sekaligus menjadi instrumen penting dalam mendukung efektivitas 

pemberantasan tindak pidana korupsi. 

 

B. Saran 

Saran penulis dalam penulisan skripsi mengenai strategi penyusunan surat 

dakwaan sebagai upaya Jaksa Penuntut Umum dalam pemberantasan tindak 

pidana korupsi yaitu agar Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan 

secara konsisten berpedoman pada hasil penyidikan yang telah dinyatakan 
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lengkap (P-21), serta menggunakan metode analisis matriks unsur untuk 

memastikan setiap unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan didukung oleh 

fakta hukum dan alat bukti yang sah. Pemilihan bentuk surat dakwaan, baik 

tunggal, alternatif, subsidiair, maupun kumulatif, perlu dilakukan secara tepat 

sesuai dengan kompleksitas perkara dan kekuatan pembuktian, serta didukung 

melalui ekspose perkara dan koordinasi internal guna meminimalisir perbedaan 

penafsiran hukum di persidangan. Surat dakwaan yang disusun dapat menjadi 

dasar pembuktian yang kuat dan efektif dalam menjamin pelaku tindak pidana 

korupsi dapat dipidana. 
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